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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

 

Perdagangan orang (human traficking) terutama terhadap perempuan dan anak 

merupakan pengingkaran terhadap kedudukan setiap orang sebagai makhluk 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat yang mulia 

sekaligus melanggar hak asasi manusia, sehingga harus dicegah. Human traficking 

terhadap perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang 

terorganisasi dan telah mengancam tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara serta norma-norma yang telah dilandasi dengan penghormatan terhadap 

hak asasi manusia.  

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan 

orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran 

harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di 

berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang 

lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat 

internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama organisasi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini bermakna bahwa tindak pidana 

perdagangan orang merupakan kejahatan yang bersifat transnasional atau lintas 

negara 
1
Kemiskinan pada umumnya dianggap sebagai faktor utama penyebab 
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perdagangan orang, meskipun demikian kemiskinan bukanlah satu-satunya 

indikator untuk terjadinya perdagangan orang. Kemiskinan akan menempatkan 

orang pada posisi putus asa yang membuat mereka rentan untuk mengalami 

eksploitasi. Meski demikian, kemiskinan dan keinginan seseorang untuk mening-

katkan kondisi ekonominya tetap merupakan faktor yang harus dipertimbangkan 

dalam program dan kebijakan pembangunan untuk menghapuskan praktik 

perdagangan orang agar tidak berkembang dan mengancam generasi muda 

bangsa. Selain itu karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya 

arus informasi serta keinginan para pelaku kejahatan untuk memperoleh 

keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang 

memburuk seperti sekarang ini. 
2
 

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang umumnya menjadi korban tindak 

pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan 

pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk 

eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau 

praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang, 

melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau 

penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan 

orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan 

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat 

                                                                                                                                      
 hlm. 12 
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sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 

korban.
 3

 

erdagangan orang merupakan jenis tindak pidana yang melanggar harkat dan 

martabat kemanusiaan, oleh karena itu aparat penegak hukum melaksanakan 

peran dan fungsinya masing-masing dalam sistem peradilan pidana untuk 

menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban 

kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan 

mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.  

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana 

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun 

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks 

sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan 

kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.  

Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2011 tercatat data 

tindak pidana perdagangan orang berjumlah sebanyak 2.683 perkara, pada tahun 

2012 mengalami peningkatan menjadi 2.992 perkara dan pada tahun 2013 kembali 

meningkat menjadi 3.021 perkara.
 4

 Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2011-2013 

No Tahun Jumlah Perkara 

1 2011 2.683 

2 2012 2.992 

3 2013 3.021 

                                                 
3
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http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779


4 

 

Sumber: www.antaranews.com.datatindakpidanaperdaganganorang.html.  

Sesuai dengan data tersebut maka diketahui bahwa terjadi peningkatan perkara 

tindak pidana perdagangan orang. Kondisi ini tentunya menjadi keprihatinan dan 

perhatian semua pihak baik pemerintah, LSM dan seluruh lapisan masyarakat 

Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna 

mengatasi permasalahan perdagangan orang ini sehingga tidak sampai merusak 

sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki 

peranan yang besar dalam penyelengaraan kehidupan berbangsa dan bernegara 

untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, 

terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan 

sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat 

lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum dapat mengantisipasi berbagai 

penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi 

masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum dan merupakan keharusan 

untuk melihat penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan pidana. 

Aparat penegak hukum dalam hal ini melaksanakan peran dan fungsinya masing-

masing dalam sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, dengan 

tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus 

kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan 

dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan pelaku kejahatan untuk tidak 

mengulangi lagi kejahatannya.  Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan 

(network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, 

baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan 

http://www.antaranews.com.datatindakpidanaperdaganganorang.html./
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam 

kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya 

untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa 

ketidakadilan. Penyelenggaan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan 

yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka 

kerja sitematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang 

lainnya. Setiap instansi tersebut menetapkan hukum dalam bidang dan 

wewenangnya. Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana di Indonesia 

merupakan alur yang tidak terputus, yaitu dilaksanakan oleh polisi dengan 

penyidikan dan meneruskan perkaranya ke kejaksaan dan kejaksaan melakukan 

penuntutan di muka pengadilan. Hal di atas adalah bagian-bagian dari kegiatan 

dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime 

control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 
5
 

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya 

penanggulangan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan. Hal ini sesuai dengan 

salah satu substansi penting Amandemen UUD 1945 yaitu mempertegas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Pasal 38 yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang 

fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah 

Kejaksaan Republik Indonesia. 

 

                                                 
5
 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan Penegakan  

 Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.1994. 

hlm.76 
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Dasar hukum mengenai keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat 

ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU 

Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan 

bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan undang-undang.Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa 

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang 

yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini 

ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat 

fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai 

penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dengan 

demikian maka Jaksa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi 

kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, 

Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain. Seorang Jaksa dalam 

menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang 

yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan.Secara khusus dalam 

penanganan perkara tindak pidana perdagangan manusia (human 

traficking), Jaksa melaksanakan peran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 

Ayat 6a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

bahwa sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-

undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana 
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putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta 

wewenang lain berdasarkan undang- undang.  

 

Peran Jaksa dalam peradilan pidana sangat luas meliputi seluruh tahap 

penanganan perkara pidana yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap 

pemeriksaan di sidang pengadilan,tahap upaya hukum dan tahap eksekusi. Dalam 

tahap penyidikan, untuk tindak pidana umum jaksa berperan melakukan kegiatan 

prapenuntutan terhadap hasil kegiatan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian 

dan penyidik lainnya, untuk tindak pidana khusus jaksa berperan sebagai 

penyidik. Dalam tahap penuntutan jaksa berperan melimpahkan berkas perkara ke 

pengadilan negeri yang disertai dengan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan 

di persidangan. Dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan jaksa berperan 

membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa. Dalam tahap upaya hukum biasa 

baik banding maupun kasasi jaksa berperan menyusun memori dan atau kontra 

memori banding, kasasi, sedangkan dalam tahap upaya hukum luar biasa jaksa 

berperan menyiapkan bahan- bahan (alasan-alasan mengajukan kasasi demi 

kepentingan hukum) yang 

digunakan oleh Jaksa Agung untuk menempuh upaya hukum kasasi demi 

kepentingan hukum. Dalam upaya hukum peninjauan kembali (PK) jaksa 

berperan menghadiri sidang PK untuk menyampaikan pendapat berkaitan dengan 

pengajuan permohonan PK yang diajukan oleh pemohon (si terpidana dan atau 

ahli warisnya). Dalam tahap eksekusi jaksa berperan dalam mengeksekusi seluruh 

putusan perkara pidana. 

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung merupakan salah satu Institusi Kejaksaan di 

bawah Kejaksaan Tinggi Lampung yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di 
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bidang penuntutan tindak pidana, termasuk tindak pidana perdagangan manusia. 

Pada tahun 2012 jumlah tindak pidana perdagangan manusia mencapai 5 perkara 

dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 6 perkara.  

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan 

penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi berjudul: Peranan Jaksa 

Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan 

Manusia (human traficking) 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah peranan jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara 

tindak pidana perdagangan manusia (human traficking)? 

b. Apakah faktor-faktor yang menghambat peranan jaksa penuntut umum dalam 

penanganan perkara tindak pidana perdagangan manusia (human traficking)? 

 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian 

mengenai peranan jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana 

perdagangan manusia (human traficking). Ruang lingkup Lokasi Penelitian adalah 

Kejaksaan dan penelitian dilaksanakan pada Tahun 2014.  
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B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian 

  

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui peranan jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara 

tindak pidana perdagangan manusia (human traficking) 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peranan jaksa penuntut 

umum dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan manusia (human 

traficking) 

2. Kegunaan Penelitian  

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun 

secara praktis, yaitu sebagai berikut: 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan peranan 

jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan 

manusia (human traficking).  

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan 

dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi 

tindak pidana perdagangan orang pada masa-masa yang akan datang.  

C. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka 

acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya 
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dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

 

a. Teori Peranan 

 

Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek 

sebagai berikut:  

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

masyarakat. 

2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
6
 

 

Secara umum peranan adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang 

dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang 

yang memangku jabatan dalam organisasi.  

 

Selanjutnya peranan terbagi menjadi:  

a. Peran normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat  

b. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan 

sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. 

c. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau 

kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
 7

 

 

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  

                                                 
6
 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pngantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242 

7
 Ibid. 2002. hlm.243-244 
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c. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak 

sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan 

secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak 

sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan 

sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.  

2) Faktor penegak hukum  

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka 

penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan 

kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

 

 

3) Faktor sarana dan fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang 

memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan 

penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya. 

4) Faktor masyarakat  

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan 

bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting 

dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. 

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin 

memungkinkan penegakan hukum yang baik.  

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan 

nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, 

semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan 

dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah 

menegakannya.
8
 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.  

 Jakarta. 1983. hlm.8-10 
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2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian
9
. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia 

menjalankan suatu peran
10

 

b. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang 

ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi 

suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi 

masyarakat dari kejahatan
11

 

c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan 

pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan 

sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku
12

 

d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum
13

 

                                                 
9
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 

10
 Soerjono Soekanto. Op Cit. 2002. hlm.243 

11
 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.  

 PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23 
12

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,  

 Jakarta. 1993. hlm. 46. 
13

 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat  

 Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25  
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e. Tindak pidana perdagangan orang adalah perbuatan melawan hukum oleh 

setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman dan 

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 

bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang 

tersebut di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 21 

Tahun 2007). 

f. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang 

untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain 

berdasarkan undang-undang (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan). 

g. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini 

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 

angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan). 

 

D. Sistematika Penulisan 

Ssistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar 

Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.  
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II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang 

berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai 

referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian dan jenis tindak pidana, 

tindak pidana perdagangan orang dan kejaksaan.  

III  METODE PENELITIAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur 

Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat 

penelitian, yaitu peranan jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara 

tindak pidana perdagangan manusia (human traficking) dan faktor-faktor 

yang menghambat peranan jaksa penuntut umum dalam penanganan 

perkara tindak pidana perdagangan manusia (human traficking) 

V PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.  

 


